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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
Dalam menyusunan sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 
melakukan penelitian di lingkungan atau lingkup tertentu untuk mendapatkan data-
data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis. 
Untuk memperoleh data yang akurat dan faktual tersebut harus 
menggunakan metode yang disebut dengan metode penelitian. Dalam penulisan 
skripsi, metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yang berada di 
bawah disiplin ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara. 
Kerangka berpikir ahli hukum dalam metode penelitian menurut Soerjono 
Soekanto adalah : 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 
metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari 
sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Di 
samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum 
tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-
permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
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Dalam  penelitian tentang “ PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN DEMAK DALAM 
PELAYANAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL”, penulis 
menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 
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A. Metode Pendekatan 
Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan 
dengan arti yang dapat diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode 
pendekatan yang digunakan. Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 
hal ini meliputi:
2
 
1. hukum dalam arti ilmu (pengetahuan); 
2. hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan; 
3. hukum dalam arti kaidah dan norma; 
4. hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis; 
5. hukum dalam arti keputusan pejabat; 
6. hukum dalam arti petugas; 
7. hukum dalam arti proses pemerintahan; 
8. hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg; 
9. hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. 
 
Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis 
sosiologis, hukum sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang 
empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-
nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga 
dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang 
teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka 
diharapkan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Kab. Demak dalam 
pelayanan kenaikan pangkat PNS, sudah ada kesesuaian antara peraturan yang 
berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara law in 
books dengan law in action atau kesesuaian antara das sollen dengan das sein. 
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B. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu 
melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan 
sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data 
sekunder yang berhubungan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BKD Kab. 
Demak dalam Pelayanan Kenaikan Pangkat PNS. Selanjutnya dilakukan analisis 
terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan 
teori yang relevan. 
C. Metode Penentuan Sampel 
Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang 
representatif dari seluruh populasi. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi 
adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan 
populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama.
3
 Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kenaikan 
pangkat PNS di lingkungan Pemkab. Demak. Penelitian ini tidak meneliti populasi 
secara keseluruhan, mengingat sangat banyaknya populasi yang ada dan tersebar di 
Kabupaten Demak, oleh karena itu perlu dipilih sampel untuk dijadikan responden 
dengan cara menggunakan teknik non random  sampling. 
Teknik atau cara pengambilan sampel dengan non random sampling, artinya 
pengambilan sampel berdasarkan ciri tertentu yang dianggap mempunyai 
hubungan erat dengan ciri populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian. 
Dalam non random sampling ini tidak semua subjek atau individu dari 
populasi mendapat kemungkinan (probabilitas) yang sama untuk dijadikan 
anggota sample.
4
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Menurut pendapat tersebut di atas, dimaksudkan pengambilan sampel 
dilakukan tidak secara acak tetapi dengan dipilih atas pertimbangan tertentu yang 
diselaraskan dengan tujuan penelitian. Hal ini digunakan karena untuk memperoleh 
data atau informasi dari orang yang secara kualitas mengetahui permasalahan yang 
menjadi objek penelitian.  
Berdasarkan teknik sampling sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh 
responden sampel adalah sebagai berikut : 
1. Pejabat pada BKD Kab. Demak yang berkaitan langsung dengan proses 
kenaikan pangkat. Berdasarkan Perbup Demak No. 46 Tahun 2008 
pejabat yang berwenang dalam proses pelayanan kenaikan pangkat di 
lingkungan Pemkab. Demak adalah : 
a. Kepala Bidang Mutasi Kepegawaian sebagai kepala bidang pada BKD 
Kab. Demak, dimana dalam Peraturan Kepala BKD Kab. Demak No. 
139/04/2009 mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam 18 
(delapan belas) pelayanan BKD Kab. Demak, termasuk di dalamnya  
pelayanan kenaikan pangkat. 
b. Kasubbid Pengangkatan dan Kepangkatan sebagai pejabat yang 
bertanggung jawab dalam teknis proses pengusulan sampai penerbitan 
SK kenaikan pangkat golongan ruang III/d ke bawah di lingkungan 
Pemkab. Demak. 
2. Pejabat pengelola kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga (Dindikpora Kab. Demak). Penulis memilih pada Dindikpora 
Kab. Demak karena jumlah PNS terbanyak terdapat pada SKPD tersebut. 
Penulis memilih 4 (empat) responden sampel yaitu  pejabat pengelola 
kepegawaian pada : 
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a. UPTD Dikpora Kec. Karangtengah 
b. UPTD Dikpora Kec. Demak 
c. UPTD Dikpora Kec. Karanganyar 
d. UPTD Dikpora Kec. Gajah 
Pejabat pengelola kepegawaian pada 4 (empat) UPTD Dikpora ini 
diharapkan penulis, dapat mewakili pejabat pengelola kepegawaian pada 
seluruh SKPD di lingkungan Pemkab. Demak 
3. PNS yang mengajukan usul kenaikan pangkat golongan ruang III/d ke 
bawah periode 01 Oktober 2012. PNS yang dipilih penulis untuk menjadi 
responden sampel adalah PNS di lingkungan Dindikpora Kab. Demak. 
Responden sampel yang diwawancarai penulis sejumlah 8 (delapan) 
orang. Dalam kegiatan wawancara, penulis membaginya menjadi 2 (dua) 
berdasarkan kesamaan dan perbedaan yaitu : 
a. PNS bernama A, B, C dan D yang mengajukan kenaikan pangkat 
pilihan fungsional tertentu. 
b. PNS bernama E, F, G dan H yang mengajukan kenaikan pangkat 
selain kenaikan pangkat pilihan fungsional tertentu, yaitu  
1) PNS bernama E dan F yang mengajukan kenaikan pangkat 
pilihan struktural. 
2) PNS bernama G yang mengajukan kenaikan pangkat pilihan 
penyesuaian ijazah. 
3) PNS yang bernama H yang mengajukan kenaikan pangkat 
reguler. 
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D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer 
dan data sekunder.  
1. Data primer. 
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.
5 
Data primer 
diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (field research) 
dengan cara wawancara.  
Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara 
lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 
informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
6
  
Wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, yang dilakukan dengan 
responden non random sampling yang terdiri dari pejabat pada BKD Kab. Demak, 
pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD dan PNS yang naik pangkat golongan 
ruang III/d ke bawah periode Oktober 2012. Wawancara ini bertujuan untuk 
menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan 
permasalahan yang diteliti. 
2. Data sekunder. 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
7
 
Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (library 
research) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan 
dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dari 
bahan hukum primer dan  bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
a. Data sekunder dari bahan hukum primer 
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Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum 
yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, 
bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, 
traktat dan KUHP.
8 
Data sekunder dari bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999; 
2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008. 
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan 
Pegawai Negeri Sipil; 
5) Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil; 
6) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; 
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7) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 
8) Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah; 
9) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 
10) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 
2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Struktural; 
11) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 
b. Data sekunder dari bahan hukum sekunder 
Data dimaksud berwujud : 
1) buku-buku teks dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti. 
2) Dokumen atau arsip resmi atau arsip yang berkaitan dengan kenaikan 
pangkat PNS di Kab. Demak. 
c. Data sekunder dari bahan hukum tersier berupa buku kamus. 
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E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data 
Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum 
memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik 
kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan 
mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya.
9
 
Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang 
diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian 
kalimat yang sistematis dan mudah dipahami, serta dalam bentuk tabel. 
F. Metode Analisis Data 
Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat 
ditafsirkan.
10
 Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif 
yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.
11
 
Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen 
diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan 
masalah yang diteliti.  
Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa 
pendapat dan teori yang berkaitan dengan masalah kepegawaian khususnya yang 
berkaitan dengan masalah kenaikan pangkat PNS di lingkungan Pemkab. Demak. 
Analisis dilakukan secara induktif, yaitu mencari kebenaran dengan berangkat dari 
hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum guna memperoleh 
kesimpulan. 
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